PENGAYOMAN
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KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ULU SIAU
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TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

NASIONAL (SIPPN)

PADA JAJARAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ULU SIAU

Menimbang

Mengingat

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ULU SIAU

a.

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Manusia di lingkungan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IB Ulu Siau, perlu melakukan
Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik
Nasional (SIPPN);

bahwa Pembentukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan
Publik Nasional (SIPPN) pada Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Ulu Siau perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau;

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai
Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);

. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengelolaan Pelayanan Publik Secara Nasional;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
Kepmenkumham Nomor M.HH-10.HH.07.05 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi SP4K-Lapor Tahun 2021-2024;

. Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan

HAM Nomor M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021;
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-12.HH.05.05 Tahun 2022
tentang Penguatan Implementasi Rencana Aksi Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan hAM (SP4K-
LAPOR) dan Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik
(SIPP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ULU
SIAU TENTANG PEMBENTUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA JAJARAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ULU SIAU.

KESATU . Melakukan Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik
Nasional (SIPPN) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IB Ulu Siau
dengan susunan Kelompok Kerja Unit sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini;

KEDUA : 1. Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
mengisi jenis layanan publik sesuai dengan Pedoman SIPP;
2. Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
melakukan penyeragaman jenis layanan publik sesuai dengan Pedoman
SIPP;
3. Operator Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
melakukan monitoring dan evaluasi Pengelolaan SIPP.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ulu Siau

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;



Lampiran Surat Keputusan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau

Nomor : W.25.PAS.PAS.6-304.KP.04.01 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Desember 2023

SUSUNAN PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

No Satker Nama NIP No Wa
Lembaga

1 | Pemasyarakatan OBET TINENTA 199110142017121002 | 082271602144
Kelas IIB Ulu Siau
Lembaga NATANAEL

2 | Pemasyarakatan CRISTOFEL 200012112022031001 | 081340371767
Kelas 11IB Ulu Siau | TARALALU

BAGA PEMASYARAKATAN

51 : EN UMBOH
NTP 196912081990031001




